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Abstract

This study aims to analyze the evolving dynamics of local government and governance research
through a bibliometric approach based on Scopus data from 2017 to 2025. Employing a
Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA framework, the study integrates
network analysis using VOSviewer on 612 selected articles from an initial dataset of 5,744
documents. The findings reveal a significant increase in publication output alongside the
emergence of three principal research clusters: participatory governance, modelbased
empirical approaches, and technology-driven governance. These patterns indicate a paradigm
shift from normative frameworks toward evidence-based and digital governance. Furthermore,
the analysis uncovers notable geographical disparities in knowledge production, with a
concentration of scholarly contributions in specific countries dominating the global discourse.
This study contributes theoretically by synthesizing multiple governance paradigms into an
integrated analytical framework, while offering practical insights through a comprehensive
mapping of research developments. Consequently, it provides a critical foundation for
understanding the trajectory of local governance in an increasingly dynamic and complex
global context.
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I. PENDAHULUAN

Perkembangan kajian pemerintahan daerah
dan tata kelola (local government governance)
dalam konteks global menunjukkan dinamika
yang semakin kompleks seiring dengan
transformasi politik, ekonomi, dan teknologi.
Desentralisasi yang meluas di berbagai negara
telah menggeser peran pemerintah daerah dari
sekadar pelaksana kebijakan menjadi aktor
strategis dalam pengambilan keputusan publik,
penyediaan layanan, serta pengelolaan
pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya,

isu-isu seperti transparansi anggaran, partisipasi
warga, inovasi kebijakan, serta integrasi teknologi
digital menjadi elemen kunci dalam membangun
tata kelola yang efektif dan akuntabel. Selain itu,
tantangan global seperti perubahan iklim,
urbanisasi, dan ketimpangan sosial semakin
menuntut pemerintah daerah untuk mengadopsi
pendekatan governance yang adaptif, kolaboratif,
dan berbasis bukti (evidence-based governance).
Dalam konteks ini, tata kelola tidak lagi dipahami
secara normatif, tetapi sebagai proses dinamis
yang melibatkan interaksi multi-aktor dalam
jejaring kebijakan yang kompleks.
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Sejumlah penelitian terdahulu
menunjukkan bahwa kualitas tata kelola
pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh
konfigurasi institusional, kapasitas birokrasi, serta
pola relasi antara negara dan masyarakat. Studi
mengenai transparansi anggaran di Kroasia
menunjukkan bahwa faktor politik seperti
political stubbornness berpengaruh signifikan
terhadap keterbukaan informasi publik di tingkat
lokal(Ott, Macki¢, et al, 2019). Sementara itu,
penelitian di Tiongkok mengungkapkan bahwa
kompetisi antar pemerintah daerah dan
desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap
efisiensi tata kelola lingkungan, khususnya dalam
pengurangan emisi dan inovasi teknologi hijau (Li
et al, 2025; Zeng et al, 2022) Dalam konteks
urban governance, kajian tentang sistem pangan
perkotaan sirkular menekankan pentingnya
integrasi kebijakan lintas sektor dan instrumen
tata kelola yang inovatif (Polman, 2025). Di negara
berkembang, seperti Indonesia, penguatan
partisipasi politik masyarakat lokal terbukti
mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan
legitimasi kebijakan publik(Djuyandi & Siddha,
2025). Selain itu, studi tentang migrasi di Turki
menunjukkan bahwa tata kelola lokal menghadapi
tekanan kompleks dalam mengelola mobilitas
penduduk dan konflik sosial(Demiroglu, 2021).
Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa tata
kelola pemerintahan daerah berkembang dalam
spektrum yang luas, mulai dari isu demokrasi
lokal hingga efisiensi kebijakan berbasis data.

Namun demikian, meskipun literatur
mengenai pemerintahan daerah dan tata kelola
berkembang pesat, terdapat kesenjangan

penelitian yang cukup mendasar, terutama dalam
memahami struktur intelektual dan tren global
secara komprehensif. Sebagian besar studi masih
bersifat sektoral dan kontekstual, dengan fokus
pada kasus negara tertentu atau isu spesifik,
sehingga belum mampu menggambarkan peta
pengetahuan secara utuh. Selain itu, terdapat
kecenderungan dominasi pendekatan kuantitatif
berbasis model dalam beberapa kawasan, seperti
Tiongkok, yang menekankan hubungan kausal
antar variabel (effect, model, panel data),
sementara pendekatan partisipatif dan normatif
lebih berkembang di negara lain. Fragmentasi ini
menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam
produksi dan distribusi pengetahuan global. Lebih
lanjut, pendekatan bibliometrik yang mampu
mengidentifikasi pola keterkaitan antar konsep,
klaster tematik, serta evolusi penelitian dari
waktu ke waktu masih relatif terbatas dalam
kajian ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu
analisis sistematis yang mampu mengintegrasikan

berbagai dimensi penelitian tersebut dalam satu
kerangka yang utuh.

Penelitian ini menawarkan kebaruan
dengan mengadopsi pendekatan bibliometrik
berbasis data Scopus yang dikombinasikan
dengan analisis visualisasi menggunakan
VOSviewer untuk memetakan lanskap penelitian
pemerintahan daerah dan tata kelola secara
global. Berbeda dengan studi sebelumnya yang
cenderung deskriptif atau berbasis studi kasus,
penelitian ini secara eksplisit mengidentifikasi
struktur intelektual melalui analisis co-
occurrence kata kunci, klasterisasi tematik, serta
hubungan antar variabel penelitian. Selain itu,
penelitian ini juga menelusuri dinamika temporal
publikasi ilmiah, sehingga mampu mengungkap
pergeseran fokus kajian dari waktu ke waktu,
misalnya dari pendekatan normatif menuju
pendekatan empiris berbasis model dan data.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
memberikan kontribusi pada pengayaan literatur,
tetapi juga menghadirkan perspektif baru dalam
memahami evolusi epistemik kajian governance di
tingkat lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada
kebutuhan untuk memahami arah perkembangan
ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan
daerah dan tata kelola secara sistematis dan
berbasis data. Tanpa pemetaan yang
komprehensif, pengembangan teori dan praktik
governance berisiko terfragmentasi dan kurang
relevan dengan tantangan global yang terus
berubah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini
adalah untuk (1) mengidentifikasi tren publikasi
ilmiah terkait pemerintahan daerah dan tata
kelola dalam database Scopus periode 2017-
2025, (2) memetakan struktur intelektual dan
klaster tematik penelitian, serta (3) menganalisis
hubungan antar konsep yang membentuk lanskap
kajian ini. Pertanyaan penelitian yang diajukan
meliputi:  bagaimana  perkembangan tren
penelitian governance daerah secara global? apa
saja klaster utama yang membentuk struktur
pengetahuan? dan bagaimana keterkaitan antar
variabel dalam penelitian tersebut? Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini
menggunakan metode bibliometrik dengan
pendekatan Systematic Literature Review (SLR)
berbasis PRISMA, serta analisis jaringan
menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Data
diperoleh dari database Scopus dengan kriteria
pencarian TITLE-ABS-KEY “pemerintahan
daerah” dan “tata kelola” pada periode 2017-
2025, dengan jenis dokumen artikel ilmiah
(article). Pendekatan ini memungkinkan analisis
yang objektif, terukur, dan dapat direplikasi dalam
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memetakan dinamika kajian governance secara
global.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
bibliometric  analysis berbasis  Systematic
Literature Review (SLR) sebagai respons atas
urgensi untuk memetakan perkembangan kajian
pemerintahan daerah dan tata kelola secara
komprehensif, terukur, dan berbasis data global.
Pendekatan ini  dipilih karena —mampu
mengidentifikasi tren  penelitian, struktur
intelektual, serta keterkaitan antar konsep secara

objektif, sehingga relevan dalam menjawab
fragmentasi literatur dan dinamika
perkembangan studi governance. Penelitian ini
mengadopsi  kerangka  PRISMA  (Preferred

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses)(Paranata, 2025) untuk memastikan
proses seleksi literatur dilakukan secara
transparan, sistematis, dan dapat direplikasi.
PRISMA memungkinkan peneliti menyaring
dokumen secara bertahap melalui proses
identifikasi, screening, eligibility, dan inklusi,
sehingga kualitas dan relevansi data yang
dianalisis dapat terjamin.

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi
dokumen melalui database Scopus, dilanjutkan
dengan proses screening berdasarkan relevansi
judul dan abstrak, serta penghapusan dokumen
duplikat. Pada tahap ini, dari total awal 5.744
dokumen, sebanyak 3.982 dokumen dieliminasi
sehingga tersisa 1.762 dokumen. Selanjutnya,
tahap eligibility dilakukan dengan menilai
kesesuaian substansi dan kualitas ilmiah, di mana
1.021 dokumen dikeluarkan karena tidak
memenuhi kriteria analisis. Tahap akhir adalah
inklusi, yaitu penetapan dokumen yang digunakan
dalam analisis, sehingga diperoleh 612 dokumen
sebagai unit analisis final.

Sumber data penelitian berasal dari
database Scopus dengan subjek artikel ilmiah
internasional. Proses pencarian menggunakan
query TITLE-ABS-KEY (“Pemerintahan Daerah”
AND “Tata Kelola”) dengan rentang tahun
publikasi 2017-2025 serta pembatasan pada tipe
dokumen artikel (article), sehingga menghasilkan
dataset yang relevan dan mutakhir dalam kajian
governance daerah. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui ekstraksi metadata (judul,
abstrak, kata kunci, penulis, dan tahun publikasi)
dari Scopus. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis menggunakan perangkat lunak
VOSviewer untuk memetakan co-occurrence kata
kunci, mengidentifikasi klaster tematik, serta

menganalisis hubungan antar konsep dalam
struktur penelitian. Analisis ini memungkinkan
visualisasijaringan pengetahuan secara sistematis
dan memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai dinamika kajian pemerintahan daerah
dan tata kelola dalam literatur global.

II1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan  bahwa
dinamika publikasi terkait pemerintahan daerah
dan tata kelola mengalami peningkatan signifikan
sepanjang periode 2017-2025 (lihat Gambar 1).
Lonjakan publikasi yang semakin tajam pasca-
2020 tidak dapat dipahami semata sebagai
pertumbuhan kuantitatif, melainkan sebagai
refleksi perubahan epistemik dalam studi
governance. Dalam perspektif teori multi-level
governance, peningkatan ini mencerminkan
reposisi pemerintah daerah sebagai aktor
strategis dalam merespons kompleksitas global,
termasuk krisis kesehatan, digitalisasi, dan
tekanan keberlanjutan (Marks, 2020). Dengan
kata lain, governance daerah tidak lagi bersifat
administratif, tetapi telah bergeser menjadi arena
koordinasi lintas level dan lintas aktor yang
menuntut kapasitas adaptif dan inovatif.

Documents by year
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Gambar
scopus)

1. Dokumen berdasarkan tahun (Sumber:

Sementara distribusi publikasi berdasarkan
sumber jurnal memperlihatkan dominasi jurnal
yang Dberorientasi pada Kkeberlanjutan dan
kebijakan publik (lihat Gambar 2). Fenomena ini
menunjukkan adanya pergeseran normatif dalam
governance, dari sekadar efisiensi administratif
menuju  sustainability = governance. Dalam
kerangka teori new public governance, orientasi ini
menekankan pentingnya kolaborasi, integrasi
kebijakan, dan keberlanjutan sebagai prinsip
utama dalam tata kelola modern. Dengan
demikian, literatur governance daerah semakin
terhubung dengan isu global seperti perubahan
iklim dan pembangunan berkelanjutan.
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Analisis  struktur intelektual melalui
VOSviewer mengidentifikasi tiga klaster utama
yang mencerminkan perbedaan paradigma dalam
studi governance (lihat Gambar 3). Klaster
pertama (merah) berorientasi pada community
governance yang menekankan partisipasi warga,
produksi pengetahuan kolektif, dan pelayanan
publik berbasis komunitas. Dalam perspektif teori
participatory governance, keterlibatan warga
bukan sekadar instrumen demokrasi, tetapi
merupakan mekanisme produksi legitimasi
kebijakan. Studi (Dube et al., 2020; Hardiman et
al, 2024) menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat lokal memperkuat kualitas demokrasi
substantif dan meningkatkan efektivitas kebijakan
publik Dengan demikian, Kklaster ini

mencerminkan dimensi normatif governance yang
berakar pada nilai inklusivitas dan keadilan sosial.

Documents per year by source

Bandingkan jumlah dokumen hingga 10 sumber. Bandingkan sumber dan lihat data CiteScore, SJR, dan SNIP.
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Gambar 3. Network Visualization (Sumber: VOSviewer)

Klaster kedua (hijau) memperlihatkan
dominasi pendekatan empiris berbasis model
yang berakar pada tradisi positivistik. Kata kunci
seperti model, effect, dan panel data menunjukkan
bahwa governance dipahami sebagai sistem yang
dapat diukur dan dianalisis secara kuantitatif.
Dalam kerangka evidence-based policy (Guglielmin
et al,, 2023), pendekatan ini menekankan bahwa
kebijakan publik harus didasarkan pada bukti
empiris yang teruji. Studi(Canare, 2021; Zhu &
Huang, 2025) menunjukkan bahwa desentralisasi
fiskal dan kompetisi antar daerah memiliki
dampak signifikan terhadap inovasi teknologi dan
efisiensi lingkungan .Namun demikian, dominasi
pendekatan ini juga mengindikasikan potensi
reduksionisme, di mana kompleksitas sosial
governance direduksi menjadi variabel kuantitatif
semata.

Klaster ketiga (biru) menghubungkan
dimensi transparansi dan teknologi informasi,
yang mencerminkan transformasi governance
menuju digital governance. Dalam perspektif teori
good governance, transparansi merupakan
prasyarat utama akuntabilitas dan kepercayaan
publik. (Ott, Broni¢, et al., 2019) menunjukkan
bahwa keterbukaan informasi fiskal berkontribusi
langsung  terhadap  peningkatan  kinerja
pemerintah daerah . Integrasi teknologi informasi
dalam governance tidak hanya meningkatkan
efisiensi, tetapi juga mengubah relasi kekuasaan
antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih
terbuka dan partisipatif.

Analisis density visualization menunjukkan
bahwa pusat gravitasi penelitian berada pada kata
kunci seperti model, community, dan china (lihat
Gambar 4). Temuan ini mengindikasikan adanya
dualisme epistemologis dalam studi governance,
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yaitu antara pendekatan normatif-partisipatif dan
pendekatan empiris-kuantitatif. Dalam perspektif
teoritik, dualisme ini mencerminkan ketegangan
antara paradigma konstruktivis dan positivistik
dalam ilmu sosial.
Sementara

mengarah pada

kebijakan, dan analisis berbasis data (lihat
Gambar 5).

. Hal ini menunjukkan bahwa governance daerah
sedang mengalami transformasi menuju smart
governance, di mana teknologi digital dan analisis

itu, overlay visualization data menjadi instrumen utama dalam
mengungkap bahwa tren penelitian terbaru pengambilan keputusan publik.
integrasi teknologi, inovasi
Gambar 4. Density Visualization (Sumber: VOSviewer)
indonesian local government
sem
resegftiplimitgions m;;cqb
fgd. ori e informationitechnology
rn % <mw‘csmr 0 Py mediating effect
A . ! ey swm scxz\ £
s o t‘lm robustness check
\ble . oderating effect ¢
s © A
. offfc panel data 2
- qlﬁtensity L J green technology innovation
= S5y PBW%" spa:njldurbmmcde\
N e strategic interaction
o ., " bunishment
o - evolution ame
1 tura‘h\na R.chwgrmn‘ . ary g
o
thg\:[e aaioﬂlsw Ioc:me’ stite’
) J
common
http
original work
&VOSviewer
2021.5 2022.0 2022.5 2023.0
Gambar 5. Overlay Visualization (Sumber: VOSviewer)
Dari perspektif aktor akademik, dominasi pengetahuan dipengaruhi oleh kapasitas

penulis dan institusi dari Tiongkok menunjukkan
adanya pergeseran pusat produksi pengetahuan
global (lihat Gambar 6). Fenomena ini dapat
dijelaskan melalui teori knowledge production
yang menekankan bahwa produksi ilmu

institusional dan investasi riset suatu negara.
Distribusi geografis yang didominasi oleh
Tiongkok  juga  mengindikasikan = bahwa
pendekatan empiris berbasis model lebih
berkembang di kawasan tersebut (lihat Gambar
7). Hal ini memperkuat argumen bahwa terdapat

169



Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (November, 2025)

ketimpangan epistemik dalam studi governance
global, di mana pendekatan tertentu lebih
dominan di wilayah tertentu. Sementara dari sisi
disiplin  ilmu, dominasi social sciences
menunjukkan bahwa governance tetap berakar

pada kajian sosial, meskipun semakin terintegrasi
dengan ilmu lingkungan dan ekonomi (lihat
Gambar 8).
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Secara keseluruhan, hasil studi ini
menunjukkan bahwa kajian pemerintahan daerah
dan tata kelola mengalami transformasi dari
pendekatan normatif menuju pendekatan yang
lebih integratif, berbasis data, dan multidisipliner.
Tiga paradigma utama partisipatif, empiris, dan

digital tidak berdiri sendiri, tetapi saling
berinteraksi dalam  membentuk  struktur
pengetahuan governance modern. Dengan

demikian, kontribusi utama studi ini terletak pada
kemampuannya mengungkap dinamika epistemik
dalam studi governance, sekaligus menawarkan
kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk
memahami kompleksitas tata kelola
pemerintahan daerah dalam konteks global yang
terus berubah.

IV. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian
pemerintahan daerah dan tata kelola mengalami
transformasi signifikan dalam periode 2017-
2025, ditandai dengan peningkatan publikasi dan
pergeseran paradigma dari pendekatan normatif
menuju pendekatan empiris dan berbasis
teknologi. Analisis bibliometrik mengungkap tiga
klaster utama, yaitu governance partisipatif
berbasis komunitas, pendekatan empiris berbasis
model, serta tata kelola berbasis transparansi dan
teknologi digital. Temuan ini menegaskan bahwa
governance modern tidak lagi  bersifat
administratif, tetapi berkembang menjadi sistem
yang kompleks, adaptif, dan berbasis bukti. Selain
itu, terdapat Kketimpangan geografis dalam
produksi pengetahuan, dengan dominasi negara
tertentu  yang mencerminkan  perbedaan

pendekatan metodologis. Secara teoritik, hasil ini
memperkuat integrasi antara  paradigma
participatory governance, evidence-based policy,
dan digital governance dalam membentuk
struktur pengetahuan governance global. Oleh
karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam
menyediakan peta intelektual yang komprehensif
serta menjadi dasar bagi pengembangan teori dan
praktik tata kelola pemerintahan daerah yang
lebih integratif, inklusif, dan berkelanjutan di
masa depan.
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